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Nomor : 055/PM.00.01/K.KN/06/2024              Pontianak, 22 Juni 2024 
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan   

 

Kepada Yth. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat 

di –  

Tempat. 

 
A. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang 

Undang menjadi Undang-Undang; 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019; 

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang 

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia 

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;  

6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman 



 

Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan 

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil 

Walikota. 

 

B. Imbauan 

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas 

Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengawasan tahapan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap 

potensi dugaan pelanggaran dalam penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2024, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Memastikan Pantarlih melaksanakan tugas yang meliputi : 

a. membantu KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan 

penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih;  

b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;  

c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;  

d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS; dan  

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 

2. Memastikan Pantarlih menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab kepada 

PPS yang meliputi : 

a. melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar Pemilih 

hasil pemutakhiran; dan  
b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan 

penelitian kepada PPS. 
3. Memastikan syarat menjadi Pantarlih yang dilaksanakan melalui proses seleksi 

telah memenuhi syarat yang meliputi : 

a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;  
b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;  
c. mampu secara jasmani dan rohani; berpendidikan paling rendah sekolah 

menengah atas atau sederajat; dan  
d. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim 

pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu 

dan Pemilihan terakhir. 
 



 

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami  

ucapkan terima kasih. 

KETUA, 

 
 

      
 
 

MURSYID HIDAYAT, S.Sos 


